PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4660);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 7 Tahun
2013 tentang Pembentukan Lembaga lain Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.(Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN SARANA
DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

3. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

4. Sarana adalah barang dan atau benda bergerak yang dapat dipakai
sebagai alat penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan.

5. Prasarana adalah barang dan atau benda tidak bergerak yang dapat
menunjang atau mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian ,
perikanan dan kehutanan.

6. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana adalah penggunaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana secara optimal dan benar sesuai peruntukannya.

7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya
disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan
produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik
penyuluh pegawai negeri sipil, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya
disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan kegiatan penyuluhan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka
pemenuhan standar minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan di Daerah.
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Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
Penyuluhan secara efektif dan efisien serta mendukung kinerja Penyuluh di
Daerah.

Pasal 4

Standar minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 27
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